
  

 

 

 

 

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 

 

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 

NOMOR   9  TAHUN 2010 

TENTANG 

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TANJUNGPINANG, 

 

Menimbang : a. bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai 

tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan 

kehidupan lokal, nasional, dan internasional maka 

pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, 

dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan 

dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan 

daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan 

pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola 

pendidikan sebagai satu sistem pendidikan; 

  b. bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, pendidikan 

merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan 

tanggung jawab  Pemerintah Daerah, maka perlu 

pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam 

penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; 

  c. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung 

jawab bersama antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 

Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Masyarakat serta 

harus mampu menjamin pemerataan kesempatan 

memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi 

diri melalui proses pembelajaran yang partisipatif, 

berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi 

hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan 

kemajemukan suku bangsa; 

 

 

 



  

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tentang Sistem 

Penyelenggaraan Pendidikan; 

    

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang 

Penyandang Cacat ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3670 ); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Tanjungpinang ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112 ); 

  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4430); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4235); 

  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389); 

 

 

 



  

  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,  Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah  beberapa kali ,terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4586); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang 

Pendidikan Pra Sekolah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3411), sebagaimana 

telah dicabut Bab. IX dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4864); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang 

Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3412, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3763) serta BAB. IX dicabut dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor  48  Tahun  2008  tentang  Pendanaan  Pendidikan  

 

 

 

 



  

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 

91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4864); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang 

Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3413), segaimana telah 

diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3764) serta Bab. IX dicabut dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 48 Tahun 2008 Tentang  Pendanaan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4864); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang 

Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3460), sebagimana 

telah dicabut BAB. II dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4864); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang 

Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 3461); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang 

Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 

tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

38 Tahun 1996 tentang Tenaga Kependidikan, (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3974); 

 

 

 



  

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang 

Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3485); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3737); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4769); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 

Wajib Belajar ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4769 ); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864 ); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4941 ); 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus 

Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5016 ); 

 

 

 

 


